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BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA

Menimbang :

Mengingat :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa untuk menindaklanjuti persetujuan Surat Gubernur
Kaltim Nomor 061/4301/B. Org-KL tanggal 16 Agustus
2021 Hal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
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Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan
Struktur Oiganisasi pada lustansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi;

7. Peratitman Daerah k’ahnnnfﬁn Kirtait Kartanegara Nomor &

Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang
Men3ad1 Kewcnangan Pemerintah Kabupaten Kutai
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Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);

8. Peratirran Tlaerah Kahtpaten Kutat Kartanegara Nomor 9
Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
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ORGANISASBI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGIINAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
am Peratu Bupati ini yang dimaksud dengan
Pacrah adalah Kabupaten Kutai Kartancgara.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan uriisan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai
Kartanegara.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ho

Badan Perencanaan Pembanguaan Dacrah adalah Badan Perencanaa:

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kenala Badan adaiah Peinhat vang Memimnin Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretaris adalah Sckretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kepala Bidang adaiah Pe_]abat vang Memirnpin Bidang pada Badan

T
g

Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang Memimpin Sub Bagian pada Badan

Perencanaan Pembangiiman Naerah Kabhunaten Kutai Kartanegara
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Kelumpok Jabalun Fungsiona! adalal: Kelom pok Jabaluan Fungsional

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartaneg

[Init Pelaksana Teknis Daerah selaniutnya disinokat UUPTD adalah vmsor
pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Perencanaan adalaly suaiu proses unluk meneniukain tndakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia.
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Pembangunan Daerah adalah memanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk rneningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam
Qspek pf:i'zd&pa?;il, Hescmpatain m:i!;—:., -aycuzgcu- oei u‘*di'd akscs ter ud.“ap
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks
manusia.

Unit Pelaksana Teknls Dinas yaing selanjuioya disingkat UPTD adalal unit

pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan teknis operasional dan atau
kegiatan teknis tertentu lainnya yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Dacrah untuk priode 5 (lima) Tahun.
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perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk priode 1 (satu) tahun

Perianjian Kineria adalah kehiaran/hasil dari kegiatan/vrogram vang
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kredibilitas dan keluaran terukur.
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adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalar rangka pelaksanaan APBD.

Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara selanjutnya d:smgkat
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tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta

kekayvaan penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat
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dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menterni
Pendayagunaan Aparatur Negarta dan Reformasi Birokrasi.

Laporan Pajak-pajak Pribadi selanjutnya disingkat LP2P adaiah iaporan
pajak—pajak pnbad1 yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan
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penghasﬂannya kepada Menteri Dalam Negeri.

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah kepada DPRD
seianjutnya disingkat LKPJ adalah Ilaporan yang berupa informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu} tahun anggaran
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Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah vang
sclanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan

Paoanmrnna Karia Dambhianorivinn MNaaen wratver Hlic nilran n?nfﬂ lrannla A~ AT
~EeNCOnd Ker Jare j.j._{lJ(_{.lAle.LL{J.A soaid Yang Gl 1«_4..11.1;_;;«.41“.4.“ Bl TP agagran

kepada Pemerintah.
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Lapuran Keuungao Peineriniah Dueral yuuy sclugjuinye disingkai LKPD
adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan
atas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat

daerah selama 3 {tiga} bulan setelah tahun anggaran berakhir.

25. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuai j jeiis dan mutu pelayanan dasai Vailg merupakail Giusan w vajit
pemermtah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

ada.lah merupakan rencana tahunan bersnfat rinci dan operasmnal yang di
susun sebagai Jabaran dari rencana pembangunan jangka menengah
TRATVY Lo T P

Ao mpnl M
QACTan {mruivitd) Lot 3-“.{55!_1 LETE.

27. Kelompok Jabatan Fungsional disebut Kelompok Jafung adalah
sekelompok  jabatan yang herisi fingsi dan  tugas berkaitan  dengan
pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.
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KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur pelaksana
tIriisan Pemerintahan vang meniadi kewenangan Daerah bherkedudikan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaiui Sekretaris Daerah.
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Tugas
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok
membantu Bupati  melaksanakan  Urosan Pemerintahan vang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah menveienmmknn firmesr gf-hn_g:n herilcrit -
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a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah;
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je. ' evaluasi, daii pf'zap' gl p*‘zar.b f1gadt
di Bldang Perencanaan Pembangunan Daerah;
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d. pembinaan teknis  penvelenggaraan fimgsi-fongsi pentmiang Urasan
Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh Bupati.



{1} Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri

dari :
a. Kepala Badan;
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1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
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3. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Kelompok Jabatan Fungsional;
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3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang  Perencanasan Pembangunan  Sarana Prasarana  dan
Pengembangan Wilayah, membawahkan :

1. Kelomnok .Jabatan Fuingsional:

2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

3. Kelompeok Jabatan Fungsional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah,
membawahkan

1. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Kelomnok Jabhatan Fungsional: dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Badan

e 1 o
Fasal ©

Tata Kerja Kepala Badan meliputi :

.

memimnpi, mercncanakan, wengkoordinasikan, membing, mengendalikan
dan mengawasi kegiatan badan;

meruimusian kehiiakan teknis hadan:

merumuskan rencana program kerja badan;
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merumuskan kebijakan administrasi
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evaluasi badan;

mP‘ncrh'lmrmn dan mepvnmnniknﬂ hahan iap@rnn nermvstman LKPY Bunati

dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

i I I . —— [P U (R DU -
menghimpun dan menyampaikan bahan laperan penyusunan LEP

akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

mengkoordinasikan penviuisaiman Perianiian k‘tﬁ{*ﬁn Standar Pelayanan

SOP dan SPM urusan Kepala Badan; dan

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.

Sekretans

Tata Kerja Sekretaris meliputi :

a.
b.

wh

memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

mengkoordinasikan penyusunan rencana Kegiatan urusan kesekretariatan

- . - ) )
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengkoordmasxkan, membina, mengendalikan dan mengawasi keglatan
hmii”r.u"UH" L&““‘b il-ﬁz-pu'..;. i)‘:;\.;i{,ui-dd_.l, :..4.““‘451" l, i..‘Cf Uduc‘..-ili,
penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan
kepegawaian;

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi:
ketatausahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi
pcrkantoran, pongadaan barang dan jasa, pomcliharaan, kcamanan,

kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar
Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan mfonna31 pubhk Tim

Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona --ncg,! itas,

penataan perundang- undangan penataan dan penguatan organisasi,
Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem
survey dex Kepuasan masyarakat, syrvey miternal

- P

penanganan pengaduan,
organisasi, survey index nilai persepsi korupsr
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Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evalua31 Jabatan, Anahsm Jabatan Dan
Analisis Beban Keria, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;

mengkoordinasikan pelaksanaan LKjiP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas
Kinerja), SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah), RENSTRA, RENJA,

TEYDT TDDTY A

Eeint 40 Lot 8 0.7 Laedfl L}{PDf
mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan

menviapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan
perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
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membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendah kenaikan gaji
berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai,
Sasaran Kerja Pegawai {SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK}, usui
kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM,
KARPEG, KARIS/KARSU., LHKPN dan atau LHKASN, Penghargaan,
Pemberian Sangsi dan Cull sesual prosedur dan keieniuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

n-,g-l

mengkoordinasikan pe

dan penghapusan baran dan jasa dlllngkungan badan,

telecnmanain A '-4. LI e
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Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan meliputi -

a.
b.

s

e

menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasii kerja bawahan;

menyusun rencana L:eg;iatam urusan Umum dan ketatalaksanaan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mengusulkan pembentukan panitia/ pejabat pengadaan barang dan jasa
dan H.,,u;'..za; pcﬁ;auaa prucuuia higsil “:r.{.z_ja-«p scsuai pIGSEuui dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuy;

merencanakaan dan melisksanakan nengelotaan harnnp dan 1a=:a mehputi

menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa, menerima, menyamrkan
menyunpan mengiventarisasi Barang Milik Daerah (BMD}, memelihara
barang scria membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai

dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;

merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar
Pelayanan {SP}, Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi pubhk Tim
nmh.nmn-n_ ™~ PR S SN T MY ThA amm Ty Tem merm ~is QT T
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penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi,
Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS pedoman umum sistem
penanganan  pengaduan, surpey wmdex kepuasan masyarakal, survey
internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
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perpustakaan kearsipan, adm1n1stra31 perkantoran pengadaan barang dan
jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersman keprotokolan dan transportasi
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sesuai prosedur dan Keitentuan peraturain perundang-undangan vyang
berlaku;
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kebijakan daerah urusan U um dan Ketatalaksanaan;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring
dan ecvaluasi kegiatan yang berkailan dengan urusan umum dan
Ketatalaksanaan; dan
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oleh atasan.
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Tata Kerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian meliputi -

a.
b.

fou

pmy
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Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsm nal meliputi :
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menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;

menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

melaksanakan administrasi kepegawaian mehputl: membuat buku kendali
kKenaikan pm!tx\;at, buku kendalli XKenaikan gajl !*c:r.aza, buru Kendali
pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai
(SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut

™ r

Kepangkaian {DUEKj, usul kenaikan pangkai, Masa Persiapan Pensiun,
ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan,
Pemberian Sangsi, Cuti,pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN
dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

o

werencanakan pelaksanaan Sistem  Inforinusi Muangjeman Kepegawaiun,
Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;:

merencanakan dan menylapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Kepegawaian;

mercncaikan Keplatan dan meagendalikan penyiapan bahan Pey unuIa
kebijakan daerah urusan Kepegawaian;

merencanakan, melaksanakan dan melaporican pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kepegawaian; dan
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan
oleh atasan.
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Pasal 10

menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan
sehagal pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan
penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan
LPPD Badan melaporkan ke Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;

SAKIP (Slstern Akuntabilitas Kinerja), SPIP
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menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran {SPP)
dan menviapkan Snrat Perintah Membavar {SPMY;

menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi
pengelolaan keuangan;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, SOP dan SPM
urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
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kebijakan daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan;
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wercncanakas, ucikiisunakan  den  melaporkan kegiwlan  peladosasiaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan wurusan
Penyusunan Program dan Keuangan; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
meiipiiti

a.

b.

=
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.

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
Tomve

= L oo o
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mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan bidang
Perencanaan FEkonomi dan Sumber Dava Alam meliputi Perencanaan
Sumber Daya Alam, Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata dan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah
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mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Dava Alam;

memverifikasi Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah Bidang Perencanaan
Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

mengkoordinasikan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD, RPJMD, RKPD
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
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iucugkourdinasikan peluksanaan kescpukatan dengan DPRD terkail RPJFD,
RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya
Alam:

mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan RTRW
Daerah, RPJMD, Perangkat Daerah Kabupaten dan K/L, Provinsi di
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Hab oupaten Bidan erencanaain LRONCHL Dair Suinber Lrayva Aalainl,

UC\

rnengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat

Alam,

mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan data dan 'mformasi
crencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dar
Pemerintahan ;

mengkoordinastkan dan menyiapkan babaan Perjanjuan Kinerjn, Staadas
Operasmnal Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minim (SPM) urusan
Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan Daerah urusan Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

menghoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan moniioring dan evaluasi

kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Ekonomi dan Sumber
Daya Alam; dan

- melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.



Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a.
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menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;

HenyUsia rencana  keglalan urasan  perencansan sudber dava alam
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g Penvistim rancangan RP._}PD_; RP.,IMD} REPH
perencanaan sumber daya alam;

menganalisis rancangan RENSTRA perangkat daerah urusan perencanaan
sumber daya alam;

merencanakan dan menviapkan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD

Poiciicaingan suinber L.d._) a aaau!;

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan
RPIMD nimsan perencanaan sumber dava aiam;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
Kabupaten urusan perencanaan sumber daya alam;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan perencanaan sumber daya alam;

TET . PP ™ . P s Yol 1 .
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Kabupaten urusan perencanaan sumber daya alam;

=

merencanakan dukungan nelaksanaan kegiatan musat, nrovinsi untuk
urusan perencanaan sumber daya alam;

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan dacrah urusan perencanaan sumber daya alam;

merencanakan dan menVlapkan bahan PeI]anjlan Kme
upCLamu inal Proscdur !*uz‘; dan Standar < i
perencanaan sumber daya alam;
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. merencanakan kpmm‘nn fdan mefnnpnﬂnhkaﬁ ﬂmwanaﬁ hahan NENVIISINA

kebijakan daerah urusan perencanaan sumber daya alam;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
perencanaan sumber daya alam; dan
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ang diberikan oleh atasan.
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Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a.

-

fis]

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan meniiai hasil
kerja bawahan;

menyusui rencana kegralan urusan Peréncanaan Pengembangan Dun
Usaha dan Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang penvousim  rancangan RPUPDS RPIMD,  RKPD  vymisan
perencanaan pengembangan dunia usaha dan pariwisata;

menganalisis rancangan RENSTRA perangkat daerah urusan Perencanaan
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
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Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
Kabupaten wurusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata;
merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD wurusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
urusan urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;

merencanaKaii \u}.r*;gua.., dan harmonisasi bﬁﬁ’;aiﬂ‘z Peiaiy giat daerah

Kabupaten urusan urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pariwisata
Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegzatan Pusat, provinsi untuk

Urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;
merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan dacrah urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Ussha

dan Pariwisata;

merencanakan dan menviapkan bahan Perjaniian Kineria, dan. Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata;

. erencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapai baban penyusuiail

kebijakan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan

Perencanaai Fczwczubﬂugﬂ i Duitia Usaha dan Pariw g;at,a, dain

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
vang diherikan oleh atasan.

Pasal 14

wenganalisis, wembimbing, membag! tugas, menchiti dan mentlad hasil kerja
bawahan;

menyusun rencana kegiatan uriikan Perencanaan Ekonomi Regional dan
Keuangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
Perencanaan Ibkonomi Regional dan Keuangan Daerah;

menganahsls rancangan RENSTRA perangkat daerah urusan Perencanaan

Ekoncimi mﬁgauu dai .t:uauvai uac;a;z,

merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD

nmsan Perencanaan Ekonomi Repionatl dan Kenangan Daerah;

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah;
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membual konsep pombiuaan toknds perencanaan kepuda perangkat duerah
Kabupaten/Kota urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan
Daerah;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan

7 b T T
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merencanakan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan perangkat daerah
Kabupaten urnsan Perencanaan Ekonomi Regional dan Kenrangan NDaermh;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk
urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah;

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah wurusan Perencanaan Ekonomi Regional dan

WO Lol Uuﬁlcﬁ.{i,

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Onerasional Prosednur (SOP dan Standar Pelavanan Minimal {SPM) 1inagsan
Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Dacrah;

. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebiyakan daerah urusan Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan
Daerah;

merencanakain, melaksainakann dan miclapoirkan Kegiatan pelaksainaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Perencanaan Ekonomi Regional dan Keuangan Daerah; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.
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Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
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Tata Ker_;a Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

o

o

g

ieliputi
memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
,'\t’\tir-'\“\r‘\ﬂ'

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan
sosial budava dan pemerintahan meliputi perencanaan pengembangan

sumber daya manusia dan  kebudayaan, perencanaan  sosial
kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat dan perencanaan pengembangan
armarinfabhnan An Aryarafiie C\Ohﬂ(\‘ﬂl ﬂmr'nm n nalalrzannanm fracnoes

Yy
i. LR ML W i. .l.{._l Lias .l.(.#.l..i. Lditasd 44 '.J(.{A LAl h4an 3% b AN . \.1‘\.31111.3.11 lJ\.ri!.'.l.‘L wrlil addidiis L \AG_LL!"

mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Perencanaan Sosial Budava dan Pemerintahan,

memverifikasi rancangan RENSTRA Perangkat Daerah Bidang Perencanaan
Sosial Budaya dan Pemerintahan;

mengkoordinasikan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD, RPJMD, RKPD
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;

RS, D - — i s e D am e TRATAITITNY IS
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RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemenntahan,
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Daerah, RPJMD, Perangkat Daerah Kabupaten dan K/L, Provinsi di
Kabupaten Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;

mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Kepada Perangkat
Daerah Kabupaten Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
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perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan;

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasmnal Prosedur (SOP} dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan

Perencanaasn Sosial Budaya dan Pemerintaban;

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kehitakan daerah urisan Perencanaan Sosial Budava dan Pemerintahan;

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yvang berkaitan dengan urusan Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan; dan

laksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

1.
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Pasal 16

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

i

inenganalisis, membinbing, membagi tugas, mengliti dan menilai hasil Keija

bawahan;

menyiIsiin rencanan kp-mntnn nrusan Perencanaan Penge mbanunn Snmher

Daya Manusia dan t&ebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan,;

menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah urusan Perencanaan

r-:'ﬂgd:?ﬂbﬂ!p'axl Sumbcr uayc{ Maitusia dain Kcbh i,ldi}'&&i*,

merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD
urusan . Perencanaan Pengembangan  Sumber Dava  Manusia  dan
Kebudayaan;
merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan;

membuat Konse S H-:Auuuxddu teKis peicitCanaan Kebada

8
Kabupaten urusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan Pengembangan Sumber

Thmwe AL = oo
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merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten wmisan Perencanaan Pengembangan Sumber Prava Mamisia dan

Kebudayaan;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk
rusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan;



[
W
.

HLC;CHL&.H&KC&I: ,}51&:“3\1{} e 11 [JCII“C;UR&GI} udm -..uii‘ iiiiuziﬁdbi PeITIICH IS
pembangunan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasmnal Prosedur {SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan

Perencanaan I'Cilét:xi;uail“dl Sumber Daya Manousia dain nc:uuudvdau,

. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebija_ka_n_ daerabh nurisan Perencanaan Pengembangan Sumber Dava
Manusia dan Kebudayaan;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi keglatan yang berkaitan dengan urusan
Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan; dan
merencanukan, meciaksunakan dan melaporkan tugas kedinasan luinnya
yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a.

——
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9

menganaiisis, membimbing, membagi tugas, meneiiti dan menilai hasil kerja
bawahan;
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ICYUSUn feicana Kegiatan urusan Peréncanaan 36sia

dan Kesejahteraan Rakyat sebagat pedoman pelaksanaan tugas
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merancang  penvusun  mancangan RPIPH RP.IMID), RKP 1IrsA
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Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;

menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat daerah urusan Perencanaan
Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

merencanakan dan menyxapkan bahan Pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD
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merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RBIMD 1mmmasan Perencanaan Sogial Hﬁ-mnwnrn\(nfnn dan Kesejahte 0

Rakyat;
membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan
Rakyat;

merencanakan pelaksanaan Kescpaxatan dengan DPRD terkait RPIPD,

RPJMD RKPD dan APBD urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan
Kesejahteraan Rakyat;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan

™-_T1__ .
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merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk

urusan Perencanaan Sosial Kemasvarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan
Kesejahteraan Rakyat;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
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Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;
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PollyuSunian
kebijakan daerah urusan Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan
Kesejahteraan Rakyat;

- merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi keglatan ya_ng berkaitan dengan urusan

™. P B 7 SR - _4‘,,,__ 1 Tr_ o _%_ R )
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merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
vang diberikan oleh atasan;

Pasal 18

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

ol

b.
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HiCiganaisdis, memolinoiiig, mcinoagt tugas, mcid liti dan micnilai hasil k-:r_.‘a
bawahan;

mmy‘ns*nn T™NCANMA kegjatr-m nrsan Perencanaan ngﬁm‘hangaﬁ
Pemerintahan dan Aparatur sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur;
menganalls;ls rancangan RENSTRA Perangkat Daerah urusan Perencanaan

. [

s 1. .
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merencanakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan MUSRENBANG RPJPD

urnsan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparmtur:

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan

Alrmaaul;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,
RPIMD, RKPD dan  APRBD  vrisan Perencanaan Pengembangan

Pemerintahan dan Aparatur;

merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pengemnangan Pemerintahan dan
Aparatur;

merencanaxkan JduKuingail pelaksanaan Kegiatan pusat, provinsi un

urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur;

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan inform

pembangunan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan
dan Aparatur;

rmasi nerencanaan

mierencaianain  daii HICIY. .h:tyr.a.z atialy rt:-_;c,u._,- aii  Kineij 8, Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur;

. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah urusan Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan
Aparatur;

. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan

manitoring  dan  evaluasi  kegiatan vang berkaitan dengan trusan
Perencanaan Pengembangan Pemerintahan dan Aparatur; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.



Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
dan Pengembangan Wilavah

Pasal 19
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Ldidl ACja nopaias cuaadig Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan

Pengembangan Wilayah meliputi :

a. memimpnin, membimbing, membagi tuigas, meneliti da
bawahan;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan bidang
Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah
meliputi Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perencanaan Pemanfaatan
Ruang dan  Pemukiman dan  Perencanaan  Pembangunan Wilavah
Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan
Wilayah;
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Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah,;
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Bldang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan
Wilayah;
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RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana
Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

ey

g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan RTRW
Daerah, RPJMD, Perangkat Daerah Kabupatcn dan K/L, Prov di Kabupaten
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P

Bidang Perencanaan Pembangunan Barana Prasarana dan Pengembangan

Wilayah;

h. mengkoordinasikan  pembinaan  teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Kabupaten Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana
dan Pengembangan Wilayah;

dinasikan  pelaksanaan pengelolaan  data  dan informasi

perencanaan pembangunan daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
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J. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasmnal Prosedur (SOP) dan Standar Pela anan Minimal (SPM) urusan
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k. mengkoordinasikan dan mcngendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebitakan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana

1. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan Pembangunan Sarana
Prasarana dan Pengembangan Wilayah; dan
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Tata Kerja Kelompok .Jabatan Fungsional meliputi :

a.

i

[
M

s

.

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan meniiai hasii kerja
bawahan;

menyusun rencana kéglatan wusan Perencanaan Infrastrukiue Wilayal
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
merancang penvismnan rancangan . RPIPD. RPIMD  RKPE risan

Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah urusan Perencanaan
Infrastruktur Wilayal

merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPIMD rasan Perencanaan Infrastruktor Wiltavah;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,

RPJMD, RKPD dan APBD urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

1

merencanakai  sinergiius dan harmomsast  keplatan Perungkat Duerah
Kabupaten urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan posat, provingt  untuk
urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah,;
merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Cperasional Prosedur (S0P} dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) uirusan

Perencanaan Infrastruktur Wllayah,

. merencanakan kegiatan dan mengendahkan penyiapan hahan penviusiman

kebijakan daerah urusan Perencanaan Infrastruktur Wilayah;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Perencanaan Infrastruktur Wilayah; dan
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yvang diberikan oleh atasan.
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Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :

a.

1.
.

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan meniiai hasil kerja
bawahan;

Iy usuUll rencaia N‘biairﬁi 1118411 Ferencanaai

Pemukiman sebaga1 pedoman pelaksanaan tugas;
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merancang penvusim  rancangan  RPIPH, REBIMD.  RKPDY  yamasan
Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;

menganalisis rancangan RENSTRA Perangkat Daerah urusan Perencanaan
Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;
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urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman

merencanalan nelaksanaan mnermfnq dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Pemanlaatan Ruang dan Pemukiman;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;

merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,

TOHTS T . R, ATITAT™ e mem = = ™_ . JF E——
RPJMD, REKPD dan APDD urusan Perencanazn Pemanfaatan mud_u-—' dan
Pemukiman;

merencanakan sinergitas dan harmomisasi kepintan  Perangkat Daerah
Kabupaten urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;

merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk
urusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman,

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan

peinangunan  daerall  urasain  Peiencanaan  Pemnaniaaia Ruaing dan
Pemukiman;
merencanaican da menviankan hahan Perianjian Kinerjia, Standar

s

Operasional Prosedur {SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan Pemukiman;
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kebijakan daerah wurusan Perencanaan Pemanfaatan Ruang dan
Pemukiman;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
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merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
vang diberikan aleh atasan.
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a.

b.

)

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
hawahan;

menyusun rencana kegiatan urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan
Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;
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Pembangunan Wilayah Kecamatan,
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urusan Perencanaan Pembangunan Wﬁayah chamatan
merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan
RPJMD urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;

membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah
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. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD,

RPIMD,  RKPD dan APRD urisan Perencanaan Pembangunan Witavah
Kecamatan,;
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Kabupaten urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;
merencanakan dukungan peiaksanaan kegiatan pusat, provingt unmmk

urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;

merencanakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah
Kecamatan;
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mierencainakain dan ny:uu!apncuf La0ail Vﬁijd.i'-:ul K."n‘:i_,a, otandal
Operasional Prosedur {SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;

. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan;

NeTel iclaKsanakan darn gi

ncanaka ii, nciasdbailaKaill Jdaii ---C;"“ JorKan ke -a-,an pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaltan dengan urusan
Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan; dan

;..n

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.
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Bidang Perencanaan Dan Pengenda]ian Pembangunan Daerah
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Tata Kerja Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Dacran mehpull :

a.

b.

g

memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja

Toarratine
(ISR P AT

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan bidang Perencanaan Dan
Pengendalian Pembangunan Daerah wmeliputi Perencanaan Pembangunan
Daerah, Pembiayaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian dan Evaluasi
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menpkoordinasikan penyusunan dokuinen dun perencanaan Peinbungunan

Daerah antara lain RKPD, RPJMD dan RPJPD;

mengkoordinasikan, mengarahkan, men

pelaksanaan pembangunan daerah.

Q-

mengkoordinasikan, mengelola dan menganalisa data dan Informasi
perencanaan pembangunan daerah;

mengkoordmasﬁ(an dan menyusun konsep sasaran database perencanaan
peinbangunan  daeral, pelaksanaan Penyusunan penetapan  indikator
kinerja kegiatan Badan, pelaksanaan koordinasi penyusunan penetapan
indikator kinerja pemerintah daerah, sistem informasi perencanaan
pembangunan daerabh dan dokumen evaluasi pembangunan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.n

'11L1£6'\_U‘J1 dingsikan dan miCiTyuisui KOisSCp Sa8a7ain bahan u:u oran tahunan
(annual report) pembangunan daerah, bahan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan
Pertanggunglawaban {LKPJ);

mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Standar O perasionai Prosedur
QANT™ P Lldhman T e TV T v v am A LY. T pay FTOTYAAY o a v I T L ey . R,
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Pengendalian Pembangunan Daerah;
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kebijakan daerah urusan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Daerah:

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kegiatan yang berkaitan dengan urusan Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan Dacrali, dait

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan

oleh atasan.

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan:

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan menyiapkan bahan untuk evaluasi pelaksanaan
pengendalian pembangunan;

menyiapkan pelaksanaan keordinasi dalam hal pengendalian dan evalu

pelaksanaan RKPD, RPJMD dan RPJPD;

membnat  konsen sasaran  bahan  laporan  tahvman  {annual report
pembangunan daerah, bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dupati;

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) nrisan Perencanaan Pembangunan Daerah;

merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan daerah urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
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merencanakan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan mengenai

nerencanaan pembangiinan daerah;

menyusun konsep indikator kinerja kegiatan Badan, pelaksanaan
koordinasi penyusun penectapan indikator kinerja pemerintah kabupaten
dan dokumen evaluasi pembangunan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai bahan informasi kepada pimpinan dan
masvarakat; dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja
awaham;

menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan
Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menyiapkan konsep pengumpulan dan analisa data pembangunan daerah
(SIPD);

HrclaRsdiidnall pollguiiiplllan Qo giialsa aata pPUAlIAIEUIIEALL Laciall,
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edympian priiyyusunin, pengomisogan dan peomnchiharaan sisten:

informasi perencanaan pembangunan daerah;

merencanakan dan meny1apkan bahan pelaksanaan sinkronisasi, validasi,
verfikasi, publikasi, analisa dan pengelolaan data pembangunan daerah

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar
Operasmnal Proscdur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan
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merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
mnnitr)ﬁng dan  evaliasi kegiatan vang  bherkaitan dengan  vrusan

Pembiayaan Pembangunan Daerah, dan

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya
yang diberikan oleh atasan.

Tata Kerja Kelompok Jabatan Fungsional meliputi :
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bawahan;

menynsn rencana kegiatan urnsan Pengendatian dan Fvahaast sehaeai

pedoman pelaksanaan tugas;

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan pembangunan
daerah di sub bidang Pengendalian dan Evaluasi;merencanakan dan
menyilapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi, validasi, verfikasi, publikasi,
smansa dan nenpeioiaan Odata pernhanmman daeraing

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan RPJPD, RPJMD dan
RKPD;merencanakan dan menyiapkan bahan kerjasama dengan
Instansi/SKPD terkait dan Instansi Vertikal berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;

Merencatukan  keglalan dan  wemfasililasi peldouanaan rencana
pembiayaan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi dan
APBN;merencanakan dan menyiapkan bahan untuk evaluasi pelaksanaan
pengendalian pembangunan daerah sesual program yang tercantum dalam
anggaran APBN/PHLN/Dekonsentralisasi dan Tugas Pembantuan dan Dana
Alokasi Khusus {DAK) serta anggaran APBD Kabupaten, agar berjalan
sesual perencanaan, larget dan sasaran pembangunan daerah;

Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana
pengembangan  pembiayaan  yang  bersumber dana  hibah  dan/atau
pinjaman luar negeri, serta kerjasama pembiayaan pihak swasta (corporate
social responsibility/CSR dan Public Private Parinership} ;merencanakan
pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan mengenai perencanaan
pembangunan daerah;

morcncanakan ko vxf- 1A dai I lCl&kS-‘i“ aii koordinasi Program

pengembangan pembiayaan pembangunan terhadap Perusda/Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD};membuat
konsep sasaran database perencanaan pembangunan daerah, sistem
informasi perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan penyusun
penetapan indikator kineria kegiatan badan, pelaksanaan koordinasi
penyusun penetapan indikator kinerja pemerintah kabupaten dan dokumen
evaluasi pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

perlalc sebagai bahan mformast Xepada pimpinan dan masvarakar:
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pembangunan daerah dari berbagai sumber untuk menjadi bahan analisa
pembiayaan pembangunan daerah.
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Merencanakan dan Menyiapkan bahan kerjasama dengan Instansi/SKPD
terkait dan Instan31 Vertikal berdasarkan peraturan perundang-undangan
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koordinasi dalam hal pengendalian dan evaluasi peiaksanaan RPJPD,
RPJMD, RKPD;

merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan analisis kebijakan sumber-
sumber pembiayaan pembangunan'rnembuat konsep sasaran bahan

laporan tahunan {agnaual report) pombangunan dacrah, bahan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ Bupati dan Laporan Keterangan

P . — T T\
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Pertanggungiawaban Akhir Masa Jabatan (LKPAJ) Bupaty;

Liout J

merencanakan kegiatan dan Melaksanakan inventarisasi dan analisis

berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penvianan rencans
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alokasi pernblayaan pembangunan daerah, merencanakan dan menyiapkan
bahan pelaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)
lingkup Badan;

merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja, Standar
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Pengendalian dan Evaluasi;
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. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penviapan bahan penvusunan

kebijakan daerah urusan Pengendalian dan Evaluasi;

merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan
moniforing dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan

Pengendalian dan Evaluasi; dan
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yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

P T

dan 11}‘1‘19\1 Badan Perencanaan rruibdneu“ldﬂ Daerah sesua uruudu keahhan

dan ketentuan yang berlaku.
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(1) Kelompok J abatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari

bﬁr‘uﬁﬂcul tenaga dain lClildJJg "’bdtdll 1U11g51ui1 1 sesuai CILEﬂgELH keahlian.

(2} Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 f't‘l"t:&'r‘t‘“1rrrnv1 hardooorlrom raly bl ne Aa Fabhao Trario
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(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Badan.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor

72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 September 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan Sesuai dengan Aslinya é .
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai egara

Kepala B Hukum

o,SH. MH
Nip19730695 20021 002



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 38 TAHUN 2021 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI TIPE A
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
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